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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai urgensi 
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah penetapan 
eksekusi Ketua Pengadilan yang sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Bagaimana kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penetapan 
eksekusi dan Bagaimana urgensi pemberian kewenangan Ketua Pengadilan 
Negeri dalam meninjau dan mengubah penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan 
sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
adalah normatif empiris. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan 
primer. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya sebagian besar 
diperoleh dari studi pustaka serta dilengkapi data sekunder berupa wawancara 
kepada pihak yang berkompeten. Data dianalisis secara kualitatif dengan 
penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa 
kewenangan dalam penetapan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri. Ketua Pengadilan juga memiliki kewenangan yang lain dalam penetapan 
eksekusi diantaranya (1) melakukan Aanmaning, dimana Ketua Pengadilan 
memerintahkan jurusita supaya memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan 
agar menjalankan putusan sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari, (2) mengetahui  
objek eksekusi  berada, (3) meninjau dan mengubah penetapan eksekusi, (4) 
menentukan prosedur dalam pemeliharaan barang termohon yang berada dalam 
objek eksekusi, (5) mengeluarkan penetapan perintah eksekusi  yang dimana 
memerintahkan  pemerintah daerah memanifestasikan jumlah uang yang dibayar 
dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan Urgensi kewenangan 
Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi 
Ketua Pengadilan sebelumnya. Penetapan eksekusi dapat ditinjau dan diubah oleh 
Ketua Pengadilan Negeri apabila (1) adanya penetapan Ketua Pengadilan yang 
sebelumnya menyatakan putusan  tersebut tidak dapat dilaksanakan (2) adanya 
protes keras dari masyarakat saat pelaksanaan eksekusi (3) adanya Penetapan 
Ketua Pengadilan yang sebelumnya belum dilaksanakan karena objek yang 
berbeda (4) adanya kesalahan atau kekeliruan dari Ketua Pengadilan sebelumnya. 
Namun, dalam hukum acara perdata belum ditemukan aturan yang mengenai 
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah penetapan 
eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan sebelumnya.   








This study aims to examine in depth the urgency of the authority of the Head of 
the District Court to review and determine the execution of the previous Chief 
Justice. The formulation of the problem in this study is the authority of the Head 
of the Court in determining the execution and how is the urgency of granting the 
authority of the Chairman of the District Court in reviewing and determining the 
execution of the previous Chief Justice.This type of research is literature, the 
approach used is normative empirical. The types of data used include secondary 
and primary data. In this study, most of the data collection techniques were 
obtained from literature studies and supplemented with secondary data in the form 
of interviews with competent parties. Data were analyzed qualitatively with 
descriptive presentation. The results of this study, the authors conclude that the 
authority in determining the execution is issued by the Head of the District Court. 
The Chairperson of the Court also has other powers in determining the execution, 
including (1)  conducting Aanmaning, wherein the Chief Justice orders the bailiff 
to summon the losing party to be warned to carry out the voluntary decision 
within 8 (eight) days, (2) knowing the object of execution is located, (3) reviewing 
and changing the execution determination, (4) determining the procedure for 
maintaining the respondent's goods which are in the object of execution, (5) 
issuing an execution order which instructs the regional government to manifest the 
amount of money paid in the regional revenue and expenditure budget. While the 
urgency of the authority of the Head of the District Court to review and change 
the execution determination of the previous Chief Justice. The decision of the 
execution can be reviewed and amended by the Head of the District Court if (1) 
there is a decision by the Chairman of the Court which previously stated that the 
decision cannot be implemented (2) there is a strong protest from the public 
during the execution (3) there is a determination of the Chairperson of the Court 
which has not previously been implemented because the object (4) there is an 
error or mistake from the previous Chief Justice. However, in the civil procedural 
law, no rules have been found regarding the authority of the Head of the District 
Court to review and amend the execution order issued by the previous Chief 
Justice. 
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“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT niscaya Dia akan mengadakan baginya 
jalan keluar, Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
dikehendaki-Nya.Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi dan tiap 
sesuatu.“ (Qs. Ath-Thaalaaq: 2-3) 
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya 
pelindung .”(Qs. Al-Imran:73) 
“Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. 
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A. Latar Belakang 
Eksekusi ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan,guna 
menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.
1
Tindakan main hakim sendiri tidak sama dengan eksekusi, karena 
eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, apabila pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam 
suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah 
diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya tanpa harus 
dilaksanakan eksekusi secara paksa.
2
 
Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan yakni 
melalui pengadilan. Suatu perkara diajukan kepada pengadilan untuk 
mendapatkan penyelesaian dan pemecahan. Pemeriksaan perkara memang 
diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan putusan saja belum selesai 
persoalannya. Putusan tersebut harus dilaksanakan, oleh karena itu putusan 
hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan 
apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa. Adapun yang memberi 
kekuatan dalam melaksanakan eksekutorial pada hakim adalah kepala 
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Gultom Elfrida dan Markoni,”Hukum Acara Perdata”,Jakarta:Mitra Wacana 
Media,2014,hlm.90. 
              
2
Rasyid Laila dan Herinawati,”Modul Pengantar Hukum Acara 









Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua 
Pengadilan Negeri, yaitu ketua pengadilan negeri dalam memeriksa dan 
memutuskan perkara pada tingkat pertama. Jika ada suatu putusan yang 
dalam tingkat pertama diputus dan diperiksa oleh salah satu Pengadilan 
Negeri, eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan 
ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 195 ayat 1 atau pasal 206 
ayat 1 RBg). Dalam hal ini undang-undang yang memberikan hak mutlak 
kepada pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri.
4
  
Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan eksekusi yg dilakukan atas 
perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri , yaitu: 
a. Penentuan pengadilan mana yang akan melaksanakan eksekusi putusan 
tersebut. Pedoman menentukan kewenangan ini tergantung  pada  faktor 
di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan dan di Pengadilan 
Negeri mana perkara diputus dan diperiksa pada tingkat pertama. Satu-
satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata berdasarkan  
pada pengajuan dan penjatuhan putusan tingkat pertama. Pengadilan 
Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tingkat 
pertama yaitu Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk 
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Sri Hartini, Setiati Widihastuti, Iffah Nurhayati. “Eksekusi putusan hakim dalam 
sengketa  perdata di Pengadilan Negeri Sleman” Jurnal Civic. Vol 14 No. 2, Oktober2017, 
hlm.128-129. 
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menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi 
hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada 
Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi 
terletak di luar daerah hukumnya. 
b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan 
Negeri. Tidak menjadi sebuah permasalahan ketika putusan yang hendak 
dieksekusi tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri atau 
Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan 
Pengadilan Negeri yang memutus suatu perkara itu dalam tingkat 
pertama. 
c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. 
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin 
eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. Sesuai dasar 
kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi 
yang berbentuk surat penetapan (beschikking) setelah adanya permintaan 
dari pihak yang menang. Kemudian yang melaksanakan eksekusi yaitu 
Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.
5
 
Penetapan eksekusi terdiri dari:  
(a) informasi perihal permohonan eksekusi termasuk bukti-bukti yang 
mendukung; 
(b)  ringkasan dan hasil dari sidang aanmaning;  
(c)  penetapan kabulnya permohonan eksekusi;  
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(d)  perintah kepada panitera dan/atau juru sita untuk melakukan eksekusi. 
Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Umum  mengatur juga  
informasi-informasi yang terdapat dalam penetapan eksekusi sebagai berikut:  
a. Dasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan 
(konsiderans); 
b. Memerintahkan panitera atau juru sita/juru sita pengganti untuk 
menjalankan eksekusi; 
c.   Objek eksekusi yang akan dilaksanakan. 
Mutasi dan pergantian Ketua Pengadilan Negeri dalam penguatan 
karir Ketua Pengadilan Negeri membuka kemungkinan proses eksekusi 
dilakukan dalam periode kepemimpinan dua ketua pengadilan berbeda, yang 
moana kemungkinan terjadi surat atau penetapan perintah eksekusi telah 
dikeluarkan oleh ketua pengadilan yang lama, tetapi eksekusinya 
dilaksanakan dalam periode kepemimpinan ketua pengadilan yang baru.  
Hal ini akan menjadi pertanyaan apakah suatu penetapan eksekusi 
bersifat final, dalam artian Ketua Pengadilan baru hanya bisa menjalankan 
eksekusi yang sudah tercantum dalam penetapan eksekusi yang telah 
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan lama atau Ketua Pengadilan yang baru 
dapat meninjau kembali atau mengubah  penetapan eksekusi yang 
dikeluarkan Ketua Pengadilan yang lama.
6
 Berdasarkan latar belakang diatas, 
maka penulis tertarik meneliti mengenai “Urgensi Pemberian Kewenangan 
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Ketua Pengadilan Negeri Untuk Meninjau dan Mengubah Penetapan 
Eksekusi Ketua Pengadilan Sebelumnya” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka 
dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian: 
1. Bagaimana kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penetapan 
eksekusi ? 
2. Bagaimana urgensi pemberian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri 
dalam meninjau dan mengubah penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan 
sebelumnya?  
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penetapan 
eksekusi. 
2. Untuk mengetahui urgensi pemberian kewenangan Ketua Pengadilan 
Negeri dalam meninjau dan mengubah penetapan Eksekusi Ketua 
Pengadilan sebelumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis : Hasil Penelitian ini memberikan sumbangan, bagi 
pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan urgensi 




penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian pengembangan Ilmu 
Hukum atau sebgai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan, rujukan 
bagi para pembaca, praktisi maupun ketua hakim dalam menyikapi 
peninjauan dan perubahan kewenangan Ketua Pengadilan dalam penetapan 
eksekusi. 
E. Tinjauan Pustaka 
Rio Christiawan, (2018) Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk 
Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. Dalam penelitian ini membahas tentang 
penundaan eksekusi hingga turunnya putusan peninjauan kembali yang 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dimana penundaan eksekusi ini terhadap 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penetapan Nomor 
1/Pen/Pdt?Eks/2017/ PN.Mbo tidak dapat dibenarkan karena menyimpangi 
prosedur hukum acara yang berlaku, penerbitannya tidak sesuai dengan 
kaidah hukum dan norma hukum acara yang berlaku. Kemudian penetapan 
tersebut harus dilakukan kajian dan dikembalikan sesuai kaidah hukum acara 
yang berlaku oleh Mahkamah Agung, sehingga dalam tata hukum acara 
Indonesia tidak menjadi suatu pola yang baru.7 
Asdian Taluke, (2013) Eksekusi Terhadap Perkara Yang Telah 
Mempunyai   kekuatan Hukum Tetap ( Ingkraah) Atas Perintah Hakim 
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Christiawan Rio, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses 




Dibawah Pimpinan  Ketua Pengadilan Negeri. Dalam penelitian  ini 
dijelaskan tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yg 
dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa Eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita 
sesuai perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam bentuk 
surat penetapan. Tanpa adanya surat penetapan syarat formal, perintah 
eksekusi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, 
tidak diperkenankan dengan lisan dan ini merupakan syarat imperative. 
Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta 
pertanggung-jawabannya. menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan 
mutlak hanya diberikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan 
Negeri dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak diekseusi itu 
merupakan hasil putuan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung 
eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang 
memutus pada tingkat pertama.8 
Dian Latifiani, (2015) Jurnal hukum acara perdata, dalam penelitian 
ini menjelaskan tentang permasalahan pelaksanaan putusan 
hakim,eksekusi,dan lainnya. Kesimpulan penelitian ini yaitu suatu putusan 
yang berkekuatan hukum tetap memungkinkan adanya kesalahan atau 
kekeliruan dalam memeriksa atau mengadili suatu putusan.Upaya hukum luar 
biasa untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yaitu dengan penin jauan 
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kembali,. Namun Mahkamah Agung diharapkan memperbaiki Surat Edaran 
Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali, 
ditegaskan bahwa yang dapat ditinjau permohonan peni jauan kembali yang 
kedua kali atau permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan 
kembali yaitu apabila ada putusan peninjauan kembali yang bertentangan 
dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.9 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunkaan data 
sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. 
2. Pendekatan Penelitian  
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Normatif-Empiris. Normatif Empiris merupakan suatu pemahaman 
hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum 
dalam perilaku nyata dan merupakan bukti telah berperilaku yang sesuai 
atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan 
perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penelitian ini 
mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau 
perundang-undangan dan dokumen secara faktual (In Action) pada suatu 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian 
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tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum 
pada peristiwa hukum in concreto sesuai maupun tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah 
ketentuan peraturan perundang-undang telah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai 
tujuannya atau tidak. 
10
 
3. Sumber Data 
a. Data Primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari sumbernya oleh penulis dan belum diolah baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif oleh penulis sebelumnya Penulis memperoleh data 
melalui cara wawancara terstruktur kepada informan sesuai pedoman 
wawancara yang penulis buat.  
b. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia, atau data yang telah 
diolah/dianalisis. Data sekunder meliputi: 
1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan bahan hukum yang bersifat 
autoritarif, artinya mempunyai otoritas . Bahan-bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.11 
Diantaranya yaitu: Undang-Kehakiman, Pasal 195 ayat (1) HIR atau 
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Pasal 206 ayat (1) RBg tentang Eksekusi dilaksanakan atas perintah 
dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. 
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 
dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. 
3) Bahan tersier yaitu: 
Data tersier adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku 
yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glossary, dan lain-lain. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, 
dimana penulis mendapatkan keterangan atau pendirin secara lisan dari 
responden dengan cara tanya jawab sepihak secara sistematis atas dasar 
tujuan penelitian yang akan dicapai. Peneliti melakukan wawancara 
dengan Ketua Pengadilan Negeri Brebes. 
b. Studi Kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang ada, 




peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan pada 
Perpustakaan Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Perpustakaan Pusat 
Universitas Pancasakti Tegal, Perpustakaan Umum Brebes, serta literatur 
pribadi penulis. 
5. Analisa Data 
Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu 
data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalaisis secara 
terstruktur,runtun,logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas 
hukum, kaidah hukum serta doktrin hukum. 
G.  Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan dalam  penelitian ini sebagai berikut : 
       Bab I Pendahuluan 
Pada bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tinjauan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan, 
Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual  
Pada bab II ini berisi Tinjauan Umum Kekuasaan kehakiman,Ruang 
Lingkup Peradilan, tentang Eksekusi, Tinjauan Umum Kewenangan 






Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab III ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan,hal ini akan menguraikan mengenai rumusan masalah 
penelitian. 
Bab IV Penutup 
Pada bab IV ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan serta saran. 







A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman 
Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus 
dilaksanakan dan ditaati. Pada umumnya kita semuanya melaksanakan 
hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Setiap 
hari dalam mencukupi kebutuhan hidup, kita melaksanakan hukum. Hanya 
saja dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau 
penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan 
kehakiman. Dalam hal pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya 
merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.
12
 
Aparatur negara dalam menjalankan tugasnya itu diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara yang bertugas 
menjalankan penegakan hukum, salah satu di antaranya adalah para hakim di 
pengadilan. Di Indonesia pengadilan merupakan suatu badan atau institusi 
yang menjalankan tugas ”Kekuasaan Kehakiman” yang dimana dalam hal ini 
tercantum dalam  Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi 
Undang-undang  No. 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman. Namun 
Undang-undang tersebut diubah kembali dengan Undang-undang No. 4 
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Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UUKK.
13
 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan 
berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik 
Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman 
yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara atau kekuasaan ekstra 
yudisiil lainnya. Seperti diketahui ada tiga kekuasaan negara, kekuasaan 
legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Segala campur 
tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan 
kehakiman dilarang. 
Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan 
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam 
mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus 
bebas, bebas dalam artian disini yaitu bebas untuk mengadili dan bebas dari 
pengaruh apa atau siapapun. Sudah menjadi sifat pembawaan kekuasaan 
kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas. Baik di Amerika Serikat, 
Uni Soviet, Belanda maupun di Indonesia kekuasaan kehakimannya pada 
dasarnya adalah bebas, tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah 
mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem 
pemerintah, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Di Indonesia 
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tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta 
asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan 
kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan 
rakyat Indonesia. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau 
bertentangan dengan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia. 
Mengenai peradilan bahwa di dalam literatur dikenal pembagian 
peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum 
adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut baik perkara 
perdata maupun perkara pidana, sedangkan peradilan khusus adalah peradilan 
yang mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu. Di seluruh wilayah 
Republik Indonesia peradilan adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan 
undang-undang. Ini berarti bahwa di samping peradilan negara tidak 
dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang  bukan dilakukan oleh badan 
peradilan negara. 
Setiap putusan pengadilan berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”  untuk dapat dilaksanakan. Kepala putusan 
tersebut memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, kekuatan untuk dapat 
dilaksanakan. Adapun asas-asas  kekuasaan kehakiman, diantaranya adalah: 
a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang 
dimaksud dengan sederhana adalah sederhana peraturannya, sederhana 




larut pada proses penyelesaiannya. Biaya ringan bahwa biaya untuk 
mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat. Itusemuanya dengan 
tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. 
b. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. 
Dimuka hukum semua orang adalah sama.  
c. Kekuasaan kehakiman itu bersikap menunggu, pasif. Kalau tidak ada 
perkara yang diajukan kepada hakim, maka hakim bersikap menunggu, 
menunggu datangnya atau diajukannya perkara kepadanya. Hakim tidak 
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang 
diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi meskipun 
hakim itu bersikap menunggu atau pasif dalam arti tidak mencapai 
perkara, namun sekali diajukan perkara kepadanya ia wajib memeriksa 
dan mengadilinya sampai selesai. Andai kata undang-undangnya tidak 
lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan 
menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Hakim dianggap tahu hukumnya.  
d. Untuk lebih menjamin obyektivitas kekuasaan kehakiman maka sidang 
pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila 
undang-undang menentukan lain.Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut 
menyebabkan batalnya putusan menurut hukum. Terbuka untuk umum 




e. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan. Putusan 
pengadilan harus obyektif dab berwibawa. Oleh karena itu haruslah 
didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai 
pada putusannya itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan 
pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu. 
f. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara.14 
Makna kata „Hakim‟ tersebut dalam ketentuan umum Undang-Undang 
a quo adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan 
yang berada di bawahnya.
15
 Hakim dalam menjalankan fungsinya memutus 
suatu perkara berlandaskan pada aturan hukum. Pertimbangan Hakim dalam 
memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan per buatan yang terjadi 
berlandaskan aturan hukum, juga dituntut untuk menggali filosofis dibalik 
ketentuan hukum dan asas hukum yang tertulis dalam aturan hukum.
16
 
Tuntutan bagi Hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan 
konsekuensi hukum dan profesionalitas Hakim dalam menjalankan fungsi 
kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui 
badan-badan peradilan. Adanya independensi Hakim dalam menjalankan 
fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan Peradilan Negara, 
dimaksudkan agar Hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari 
segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam 
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memeriksa, megadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan 
kepadanya. 
Citra lembaga peradilan sangat bergantung pada pundak-pundak 
Hakim, adil tidaknya suatu putusan peradilan turut pula ditentukan oleh palu 
sidang Hakim dibalik jubah hitam kebesarannya. Oleh sebab itu, Hakim-
hakim peradilan untuk menjalankan independesinya dituntut agar semata-
mata demi penegakan hukum (Law Eforcment) dalam rangka mewujudkan 
hukum dan keadilan sebagaimana menjadi cita-cita, ide dan gagasan dari 
suatu konsep bernegara hukum. 
Apabila penghayatan dan keteguhan hakim dalam memaknai 
indepedensi yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalitasnya 
diinsyafi benar, tidak dimaknai keliru dan pula tidak disalah artikan serta juga 
tidak disalah gunakan, maka di tangan-tangan dan palu sidang hakimlah citra 
peradilan dapat terangkat menjadi peradilan negara yang agung.
17
 
Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan 
kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan 
kehakiman menurut Undang-undang. Tugas dan wewenang Mahkamah 
Agung adalah memeriksa dan memutus; 
a) Permohonan kasasi, 
b) Sengketa tentang kewenangan mengadili dan   
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c) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua 
sengketa tentang kewenangan mengadili: 
a) Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan 
di lingkungan peradilan yang lain,  
b) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat 
banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama, c.antara 
dua pengadilan tingkat banding di lingkungan yang sama atau antara 
lingkungan peradilan yang berlainan. 
Selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan 
meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para 
hakim di semua lingkungan peradilan, pekerjaan penasehat hukum dan 
notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dan pemberian peringatan, 
teguran, dan petunjuk yang diperlukan. Mahkamah Agung dapat pula minta 
keterangan dan pertimbangan dari peradilan di semua lingkungan peradilan, 
Jaksa Agung dan pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana. 
Mahkamah Agung di beri wewenang juga untuk membuat peraturan 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 
diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.
18
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B. Ruang Lingkup Peradilan 
Ruang lingkup peradilan terdiri dari dua yaitu peradilan umum dan 
peradilan khusus. Yang termasuk peradilan umum yaitu pengadilan negeri 
sedangkan yang termasuk peradilan khusus terdiri dari pengadilan agama, 
pengadilan tata usaha  negara, dan pengadilan militer.  
1) Lingkungan Peradilan Umum 
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2004 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dasar Hukum yang digunakan dalam Undang-undang ini 
diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengalami perubahan 
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengalami 
perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 Undang-undang perubahan ini diatur tentang penguatan 
pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung 




Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku hakim; memperketat persyaratan pengangkatan 
hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada 
pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang 
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus 
melalui proses atau lulus pendidikan hakim; pengaturan mengenai 
pengadilan khusus dan hakim ad hoc; pengaturan mekanisme dan tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; kesejahteraan hakim; 
transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan; transparansi 
biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban 
biaya perkara; bantuan hukum; dan Majelis Kehormatan Hakim dan 
kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim. 
Peradilan umum itu berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 
Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di 
setiap kotamadya atau di ibukota kabupaten itu mempunyai daerah 
hukum di wilayah kotamadya/kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi 
berkedudukan di ibukota provinsi dan mempunyai daerah hukum 
sewilayah provinsi.  
Hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Tinggi 
diangkat oleh presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara atas 
usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah 




diantaranya ialah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. 
Syarat ini merupakan perwujudan dari Kekuasaan Kehakiman yang 
bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Untuk menjamin, agar hakim 
dalam menjalankan tugas, wewenang memeriksa, memutuskan serta 
menyelesaikan baik perkara pidana maupun perdata, sebagaimana 
seharusnya, wajib mengucapkan sumpah atau janji.
19
 
2.)  Peradilan Agama 
Berjalannya waktu, lembaga peradilan agama mengalami 
perubahan-perubahan ke arah pembaharuan berdasarkan perkembangan 
tuntutan masyarakat dan politik yang meliputinya. Secara yuridis formal, 
lembaga peradilan agama diesejajarkan dengan lembaga-lembaga 
peradilan lainnya terhitung sejak diundangkannya Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diundangkan pada 
tanggal 29 Desember 1989. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 ini diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. Setelah diubah dan ditambah dalam 
beberapa pasal dalam kedua Undang-undang tersebut maka kedua 
Undang-undang itu mengalami perubahan dan penambahan beberapa 
pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. 
Kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, 
shadaqah, dan ekonomi syariah.
20
 Kewenangan menyelesaikan perkara 
maknanya adalah termasuk melakukan eksekusi apabila ada permohonan 
eksekusi karena pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan dengan 
sukarela. Dari uraian di atas dikatakan bahwa suatu perkara eksekusi 
adalah bagian yang sangat urgen di dalam tugas Pegadilan Agama. 
21
 
Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia disebutkan definisi atas 
pengadilan agama, yaitu badan peradilan khusus untuk orang yang 
beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga 
peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan relative serta 
kewenangan absolut yang berasaskan personalita keislaman. 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasar 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dilaksanakan oleh peradilan 
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agama dan peradilan tinggi agama, berpuncak di Mahkamah Agung yang 
merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan 
di Indonesia, sekaligus melakukan fungsi pengawasan atas perbuatan 




C. Tinjauan Umum Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri 
Kewenangan menurut P. Nicolai yakni kemampuan untuk melakukan 
tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat hukum, dan mencangkup mengenai timbul dan 
lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 
tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu.
23
 
Sedangkan menurut Ridwan Hr dalam buku Hukum Administrasi 
Negara juga menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum, 
yaitu asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid 
van bestuur), maka prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 
dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.
24
 Secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. tersebut 
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diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate sebagai 
berikut: 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Hal tersebut juga dijelaskan menurut Ridwan HR bahwa wewenang 
yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan 
secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan 
wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. 
Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya 
pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. 
Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi 




Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan 
atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil 
penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.
25
 
Pengadilan negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari 
yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala 
perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk (warga negara 
dan orang asing). 
Daerah hukum pengadilan negeri pada asasnya meliputi daerah 
pengadilan tingkat II. Pada pengadilan negeri ada seorang kepala, seorang 
wakil kepala dan beberapa orang hakim dibentuk oleh seorang panitera dan 
beberapa orang panitera pengganti.
26
 
Pasal 119 HIR memberi kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
untuk memberikan bantuan kepada orang yang hendak mengajukan gugatan 
tersebut, berupa memberikan nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan 
formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan 
memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. 
Setelah proses perkara berakhir, Hakim dalam hal ini adalah Ketua 
Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan eksekusi 
atas perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
                                                             
              
25
 Ibid, Hlm. 101-106. 
              
26
 Kansil C.S.T, “Pengantar Ilmu Hukum  Dan Tata Hukum 




bilamana para pihak yang bersengketa tidak bersedia dengan sukarela 
menjalankan putusan tersebut. 
Hakim bersikap aktif dapat dibaca dari ketentuan Pasal 130 HIR / 
Pasal 154 RBG, yang mewajibkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk 
berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta hakim 
berwenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak yang 
berperkara perihal upaya hukum yang dapat ditempuh dan tentang pengajuan 
alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar. Pada 
dasarnya sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan 
hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya 
putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat non-
executable. 
Aktifnya Hakim menurut sistem HIR maupun RBG didasari oleh 
adanya ketentuan dalam Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG yang memberi 
keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada 
kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para 
pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum 
serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini 
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Sejauh ini belum ada ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum 
yang dapat dengan menangguhkan atau menghentikan eksekusi yang 
terhadapnya ada upaya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah 
Agung, menunggu sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung terhadap 
permohonan peninjauan kembali tersebut. Dalam hal ini yang berwenang 
menangguhkan atau menghentikan eksekusi menunggu sampai adanya 
putusan dari Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali 
tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. 
Ketua Pengadilan Negeri di beri kewenangan : 
a.)  Memerintahkan eksekusi dan 
b.)  Memimpin jalannya eksekusi 
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi 
yaitu pada pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg, juga tidak 
lepas kaitannya dengan pasal 197 ayat (1) HIR atau pasal 208 RBg. Dengan 
mengaitkan pasal-pasal tersebut, gambaran konstruksi hukum kewenangan 
eksekusi dengan singkat diterapkan sebagai berikut: 
a.) Ketua Pengadilan Negeri  memerintahkan dan memimpin jalannya 
eksekusi 
b.) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada 
ketua pengadilan negeri adalah secara ex officio 
c.) Perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk 








D. Tinjauan Umum Eksekusi  
1. Pengertian Eksekusi  
Eksekusi yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan 
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata 
cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan suatu 
kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang 
terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui 
pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-
undangan dalam HIR atau RBG. Cara-cara menjalankan putusan 
pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai Pasal 195 sampai 224 
HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun, pada saat sekarang 
tidak semua ketentuan-ketentuan pasal tadi berlaku efektif. Selain itu, 
disamping pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi pasal lain yang 
mengatur eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau 
pasal 259 RBG. Pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan 
yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”.  
Disamping itu, terdapat lagi Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG 
yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara “serta-merta”, yakni 
pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun 
putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal-pasal 
                                                             




itulah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi, yang akan dibahas lebih 
terinci.  
Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan 
atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti 
semata-mata hanya menetapkan hak dan hukumnya saja, melainkan 
realisasi atau pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari 
suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila 
putusan itu tidak dapat direalisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu 
putusan itu mmenetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk 
kemudian direalisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan 
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan 
dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 
2. Asas-asas Eksekusi  
Sebelum membahas prinsip eksekusi, perlu kiranya disinggung 
sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia. Di sini akan 
dikemukakan istilah yang dipergunakan Prof. Subekti. Beliau 
mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Begitu juga 
dengan Retno Wulan Sutantio mengalihkannya ke dalam bahasa 
Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Ketentuan Bab 
Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat 
RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan”. 
Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi 




pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah 
tidak mau menjalankannya secara sukarela.  
1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 
a. Asas atau aturan umum 
Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang 
dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. 
Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan 
eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan 
sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti tidak semua 
putusan pengadilan dapat dieksekusi. 
Pada prinsipnya, hanya putusan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada asasnya 
putusan yang dapat dieksekusi ialah Putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata) Karena hanya 
dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung 
wujud hubungan yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara, 
disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah 
tetap dan pasti ( hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti 
dipenhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat). Cara mentaati 
dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat, bila 




dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan 
“kekuatan umum”. 
Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung bahwa 
eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan 
putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankan 
pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, 
apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi secara 
sukarela. Cara melaksanakan putusan diatur dalam Pasal 195 HIR 
atau Pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya. 
b. Pengecualian terhadap Asas Umum 
Seperti sudah dijelaskan, eksekusi baru dapat dijalankan 
apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan 
tetapi, terhadap asas tersebut ada pengecualian. Ada beberapa 
bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian 
dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara 
eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. Di bawah ini  akan dikemukakan bentuk-bentuk 
pengecualian yang diatur dalam undang-undang: 
a) Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu 
b) Pelaksanaan Putusan Provisi 
c) Akta Perdamaian 




e) Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia 
2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela 
Ada dua cara menjalankan isi putusan: 
a.) Dengan sukarela 
b.) Dengan jalan eksekusi 
Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak 
yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan 
pengadilan. Dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna 
segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar 
putusan. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi 
putusan kepada pihak tergugat, tidak diperlukan lagi tindkaan paksa 
kepadanya. 
Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara 
sukarela, ada beberapa hal yang perlu disinggung. Diantaranya hal 
yang menyangkut kepastian pemenuhan putusan secara sukarela itu 
sendiri, dan hal yang berhubungan dengan keuntungan menjalankan 
putusan secara sukarela. 
a.)  Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Sukarela 
Jika diperhatikan ketentuan undang-undang, tidak ada aturan 
tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-undang 




eksekusi. Akibat dari keadaan yang seperti ini, sering dijumpai 
berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela yang berbeda 
antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada sementara 
pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan 
sukarela, dan ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian 
menyelesaikan administrasi yustisial pemenuhan putusan secara 
sukarela. Sekalipun pemenuhan putusan dilakukan tergugat secara 
sukarela, semestinya Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita: 
1) Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela 
2) Disaksikan oleh dua orang saksi 
3) Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan di 
lapangan di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan. 
4) Berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi dan 
para pihak (penggugat dan tergugat). 
Acuan tata cara demikian yang dianggap memenuhi kepastian 
hukum pada satu pihak, dan memenuhi administrasi yustisial pada 
pihak lain. Bila timbul masalah di belakang hari, Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang 
“formal” dan “autentik” tentang pemenuhan putusan secara 
sukarela.Berdasarkan penjelasan di atas, beralasan sekali 
membenarkan tindakan campur tangan pengadilan dalam 
pemenuhan putusan secara sukarela, agar terhindar dari 




b.)  Manfaat Menjalankan Putusan Secara Sukarela 
Yang paling utama, melepaskan tergugat dari “biaya eksekusi” 
pada satu sisi dan terhindar dari kerugian moral pada sisi lain.  
Memperhatikan beban biaya eksekusi yang mesti dipikul tergugat, 
snagat diharapkan pengertian dan kesadaran yang realistis untuk 
berpikir matang agar dengan sukarela mentaati dan menjalankan 
putusan. 
3. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator 
Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat 
amar “kondemnator”. Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang 
bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung 
unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak 
mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau 
“noneksekutabel”.  
Sehubung dengan prinsip ini, perlu diketahui adanya dua sifat 
yang terkandung dalam putusan:  
a. Putusan yang bersifat kondemnator 
Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang menjelaskan 
tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya 
putusan yang bersifat kondemnatir terwujud dalam perkara yang 
berbentuk kontentiosa. Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa 




1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (party) 
2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan 
terhadap pihak tergugat dan  
3) Proses pemeriksaanya berlangsung secara kontradiktor29 
b. Putusan yang Bersifat Deklator 
Pada putusan yang bersifat Deklator, hanya mengandung suatu 
keadaan tertentu sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Putusan 
deklator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk 
voluntair dalam bentuk penetapan atau beschiking. Putusan ini tidak 
merubah, tidak memerlukan eksekusi, dan tidak menciptakan hukum 




c. Ciri Putusan Kondemnator 
Secara umum, putusan dapat dianggap bersifat kondemnator apabila 
amar atau diktum putusan meniadakan suatu keadaan hukum atau 
menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,contoh menyatakan 
perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
31
 
Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu 
putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau diktum putusan 
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terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang 
dirumuskan dalam kalimat: 
1) Menghukum atau memerintahkan “ menyerahkan” suatu 
barang. 
2) Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang 
tanah atau rumah. 
3) Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu 
perbuatan tertentu. 
4) Menghukum atau memerintahkan “pengehentian” suatu 
perbuatan atau keadaan. 
5) Menghukum atau memerintahkan “ pembayaran” sejumlah 
uang. 
4. Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan 
Negeri 
Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 
ayat (1) RBG. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa 
dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan 
tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam 
pasal diatas, terdapat hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan. 
a.) Menentukan Pengadilan Negeri Mana yang berwenang 




Untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah 
menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan 
pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut 
didasarkan atas faktor: 
a.) Di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan dan 
b.) Di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus 
pada tingkat pertama. 
Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata 
didasarkan pada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat 
pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu 
perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang 
berwenang menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, 
tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi 
eksekusi Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak 
dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya (Pasal 195 ayat (2) HIR 
atau Pasal 206 ayat (2) RBG. 
Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi, bertujuan 
menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri. Masing-
masing pengadilan sudah tahu diri batas kewenangan eksekusi yang 
dapat mereka jangkau sehungga terbina tata tertib kewenangan 
eksekusi yang pasti apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi 




b.) Kewenangan Menjalankan Eksekusi Hanya Diberikan Kepada 
Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama 
Mengacu pada pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) 
RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak 
hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni 
Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak 
mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal 
apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada 
di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu 
dalam tingkat pertama. Penertiban pemusatan eksekusi di tangan 
isntansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling 
adu kekuasaan diatara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan 
Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi paling-paling 
hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila 
terdapat penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak 
berwenang mencampurinya. 
Dijelaskan juga, bahwa Peradilan Agama dan Mahkamah 
Syar‟iyah merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara 
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Pengangkatan 




Bagaimanapun sempurnanya, lembaga peradilan harus bertumpu pada 
peraturan, susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, 
namun apabila alat untuk menegakkan dan mempertahankan 
kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak 
akan mendapatkan fungsi dan tugasnya dengan baik. 
c.) Eksekusi atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan 
Negeri 
Asas tersebut menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan 
dijalankan “atas perintah” dan “di bawah” pimpinan Ketua Pengadilan 
Negeri. Jadi, berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi 
yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan 
Negeri, kewenangan itu secara formal berada di tangan Ketua 
Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang 
memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. 
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan 
memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. 
Kewenangan secara ex officio dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) 
HIR atau Pasal 208 RBG. Maka dalam pembicaraan kewenangan 
Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi, tidak lepas kaitannya 




Berkaitan dengan  pasal-pasal yang dimaksud, gambaran 
konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya 
eksekusi. 
2) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada 
pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara ex officio. 
3) Perinah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk 
“surat penetapan”. 
4) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah “panitera” atau 
“juru sita” Pengadilan Negeri. 
Dapat dilihat bahwa eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera 
atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang 
dituangkan dalam bentuk “surat penetapan”. Demikian juga Ketua 
Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan 
eksekusi yang dijalankan panitera atau juru sita sesuai dengan isi 
perintah yang dikeluarkannya dalam surat penetapan. Fungsi 
kewenangan ex officio Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan 
memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas pengeluaran 
surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Fungsi ex officio 
tersebut meliputi: 




b) Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur 
yang diisyaratkan tata cara pelelangan 
c) Tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang 
kepada pembeli lelang, dan 
d) Penyerahan dan penguasaan pelaksanaaan secara nyata 
barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.
32
 
3. Dasar Hukum Eksekusi  
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak 
yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam hukum acara 
perdata, yaitu Pasal 195-208 HIR, 224 HIR, atau Pasal 206-240 dan Pasal 
258 R.Bg. Sedangkan Pasal 225 HIR/259 R.Bg mengatur tentang putusan 
yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan 
tertentu. 
Pasal 195 HIR disebutkan bahwa dalam menjalankan putusan 
hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh 
Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan mula-mula memeriksa 
perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal 195 HIR ayat 
(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7). 
Selain itu eksekusi juga diatur dalam Pasal 1033 Rv dan Pasal 33 
ayat (3) dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Dalam ketetntuan Pasal 
33 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 14 Tahun tentang pokok-pokok 
Kekuasaan Kehakiman disebutkan ;ayat (3), “Pelaksanaan putusan 
                                                             




pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita 
dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Ayat (4),”Dalam melaksanakan 
putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan 
tetap terpelihara”. 
Sedangkan eksekusi pengecualian terhadap putusan yang belum 
berkekuatan hukum tetap yaitu putusan serta merta dan povisi, diatur 
dalam Pasal 80 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) R.Bg.
33
 
4. Jenis-jenis Eksekusi dan Kaidah Hukumnya 
Pelaksaan putusan hakim atau eksekusi yang hakikatnya tidak lain 
ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk 
memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. 
Jenis-jenis pelaksanaan putusan ini, antara lain: 
a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk 
membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah 
membayar sejumlah uang. Eksekusi diatur dalam Pasal 196 HIR, 
Pasal 208 R.Bg. 
b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu 
perbuatan. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 
Rbg. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang 
berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat 
minta kepada hakim agar kepentingannya yang akan diperolehnya 
dinilai dengan uang. 
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c. Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang 
dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. 
Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 
1033 Rv. Yang dimaksud eksekusi riil dalam pasal tersebut ialah 
pelaksanaan putusan hakim yang dihukum untuk mengosongkan 
benda tetap. 
d. Di samping tiga jenis eksekusi tersebut di atas masih dikenal yang 
dinamakan “parate eksekusi” atau eksekusi langsung. Parate 
eksekusi nterjadi apabila seorang kreditor menjual barang tertentu 
milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155,pasal 
1175 ayat (2) B.W.).
34
 
5. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam meninjau dan 
mengubah penetapan eksekusi Ketua Pengadilan sebelumnya 
Dalam penetapan Eksekusi pada Pengadilan Negeri, ditentukan 
bahwa terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang terdahulu 
menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang jaminan 
dibebaskan dari tanggungan, apabila dikemudian hari ditemukan ada 
kesalahan atau kekeliruan, penetapan Ketua Pengadilan Negeri dapat 
dicabut kembali dengan ada atau tidaknya permohonan pencabutan. 
Berdasarkan aturan ini, dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan 
Negeri boleh mengubah atau meninjau penetapan eksekusi sepanjang 
syarat-syarat tersebut terpenuhi. Namun, mengacu pada konsep 
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pelaksanaan eksekusi di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan secara 
ex- officio, maka seharusnya penetapan eksekusi tidak terikat pada 
pribadi yang mengeluarkan penetapan tersebut dan kapan penetapan 
tersebut dikeluarkan, melainkan penetapan tersebut melekat pada jabatan 
Ketua Pengadilan.  
Hal ini menyebabkan Ketua Pengadilan baru tidak dapat mengubah 
atau meninjau penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan 
yang sebelumnya karena penetapan eksekusi tersebut sudah dikeluarkan 
oleh pejabat Ketua Pengadilan yang saat itu menjabat, sehingga siapapun 
Ketua Pengadilan selanjutnya akan terikat dengan penetapan tersebut 










                                                             





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Penetapan Eksekusi 
Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil pembahasan mengenai 
permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I, yaitu Kewenangan Ketua 
Pengadilan Negeri Dalam Penetapan Eksekusi.  
Pengadilan Negeri merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang 
berada di lingkungan Peradilan Umum, menurut Ketentuan Undang-Undang 
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri 
memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, 
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 
Dalam persidangan, kompetensi atau kewenangan pengadilan juga menjadi 
hal yang pertama yang dipermasalahkan para penegak hukum. Berkaitan 
dengan Perkara perdata, kewenangan mengadili di Pengadilan dibagi 2 (dua), 
yaitu kewenangan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi, 
dijelaskan bahwa: 
1. Kekuasaan kehakiman atribusi atau kewenangan mutlak atau kompetensi 
absolut ialah kewenangan badan Pengadilan di dalam memeriksa perkara 
tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan 
lain. Kompetensi absolut ini biasanya tergantung kepada isi gugatan dan 





2. Kekuasaan Kehakiman Distribus atau kewenangan nisbi atau kompetensi 
relative. Kewenangan ini ialah kewenanangan Pengadilan Negeri 
memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan alamat atau domisili 
seseorang atau pihak tergugat.
36
 
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer dan juga lingkungan peradilan tata usaha negara. Masing-
masing badan peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut yang berbeda. 
Kewenangan mengadili yang dimiliki masing-masing badan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung antara lain: 
1. Peradilan Umum. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Peradilan umum 
berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara pidana dan 
perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2. Peradilan Agama. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Peradilan 
Agama berwenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan 
perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Peradilan Militer. Sebagaimana dalam pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan 
bahwa Peradilan militer berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus 
perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
4. Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dalam pasal 25 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang 
memeriksa,mengadili,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 
juru sita dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam 
Pasal 3 ayat (3). 
Dengan mengaitkan Pasal 206 ayat (1) RBg atau pasal 195 ayat (1) 
HIR dengan pasal 208 RBg atau pasal 197 ayat (1) HIR Yahya Harahap 
mengemukakan bahwa gambaran konstruksi hukum kewenangan 
menjalankan eksekusi sebagai berikut: 
a) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya 
eksekusi. 
b) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada 




c) Perintah eksekusi dikerluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berbentuk 
„surat penetapan‟.  




Dalam menentukan kewenangan Pengadilan Negeri mana yang 
berwenang menjalankan eksekusi perkara, didasarkan atas faktor: 
a. ) Di Pengadilan Negeri dimana perkara (gugatan) itu diajukan, dan 
diperiksa serta diputus pada tingkat pertama Pasal 195 ayat (1) HIR  
atau Pasal 206 ayat (1) RBg. 
b. ) Pengadilan Negeri di atas ini melimpahkan delegasi eksekusi kepada 
Pengadilan Negeri lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak 
di luar wilayah hukumnya Pasal 195 ayat (2), (3), (4), (5) HIR atau 
Pasal 206 ayat (3), (4), (5),
38
 
Berdasarkan pasal 197 HIR menyatakan bahwa jika termohon tetap 
tidak melaksanakan putusan sampai jangka waktu aanmaning berakhir, maka 
Ketua Pengadilan menerbitkan surat perintah pelaksanaan eksekusi. Surat 
perintah ini biasanya disebut juga penetapan eksekusi. Berikut yang memuat 
Penetapan eksekusi yaitu : 
a.) Informasi mengenai permohonan eksekusi beserta bukti-bukti yang 
mendukung 
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b.)  Ringkasan dan hasil sidang aanmaning 
c.)  Penetapan kabulnya permohonan eksekusi 




Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 
penulis, penulis melakukan wawancara lebih mendalam kepada Bapak 
Tornado Edmawan selaku Ketua Pengadilan Brebes pada hari Senin, 10 Mei 
2021 pukul 11.00 di Pengadilan Negeri Brebes. Menurutnya, Pengadilan 
Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri, yaitu suatu pengadilan umum yang 
sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari 
segala perkara-perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan 
penduduk yaitu warga negara dan orang asing. Kedudukan Pengadilan Negeri  
adalah  di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi 
Kabupaten/kota. Di Indonesia sendiri ada dua peradilan yang memiliki 
kewenangan menyelesaikan masalah perdata yaitu peradilan umum dan 
peradilan agama. 
Sebuah negara yang berdasarkan hukum, Pengadilan Negeri sebagai 
pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Pemeriksaan perkara pada Pengadilan 
Negeri terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dan dibantu oleh 
seorang panitera. Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas 
pada daerah hukumnya saja, diluar itu tidak memiliki kewenangan. Daerah 
hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Negeri mengadili 
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perkara, sama dengan wilayah Kotamadya atau Kabupaten tempat dia berada 
atau berkedudukan.  
Menurut pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg 
dijelaskan bahwa kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada 
Pengadilan Negeri. Pada umumnya dalam hal Pengadilan Negeri, Ketua 
Pengadilan dengan hakim itu berbeda kewenangannya. Ketua Pengadilan bisa 
saja  menjabat menjadi hakim tetapi hakim belum tentu bisa menjabat sebagai 
Ketua Pengadilan dikarenakan untuk menjadi Ketua Pengadilan jenjangnya 
harus menjadi hakim dan wakil Ketua pengadilan sekurang-kurangnya 10 
tahun. Dalam hal kewenangan, Hakim tidak memiliki kewenangan yang 
dimiliki oleh Ketua Pengadilan, sebagaimana juga  kewenangan dalam 
penetapan eksekusi. Adapun perbedaan Kewenangan Ketua Pengadilan 
Negeri secara umum meliputi: 
a.) Menetapkan suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
b.) Mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara 
perdata dan pidana serta menunjuk hakim untuk menyidangkan. 
c.) Melaksanakan pembinaan kepada hakim dan Pegawai di lingkungan 
Pengadilan Negeri. 
d.) Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan tingkah laku 
hakim, pejabat fungsional maupun pejabat struktural. 
e.) Menetapkan rencana kerja yang ada di Pengadilan Negeri. 




Sedangkan kewenangan hakim meliputi: 
a.) Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara 
perdata serta melaksankan tugas kekuasaan kehakiman 
b.) Melaksanakan pemeriksaan perkara yang sesuai ketentuan hukum acara 
dalam suatu perkara tertentu. 
c.) Melaksanakan tugas-tugas dan pengawasan terhadap tugas-tugas  yang 
diberikan oleh Ketua atau wakil Pengadilan Negeri. 
d.) Membantu ketua atau wakil Pengadilan Negeri dalam pembuatan laporan 
kerja, pengorganisasian dan pelaksanaannya. 
Penetapan eksekusi yaitu berisi surat perintah dilaksanakannya 
eksekusi. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
Penetapan eksekusi dilaksanakan setelah adanya permohonan eksekusi  yang  
diterima. Penetapan tersebut menjelaskan bahwasanya permohonan eksekusi 
tersebut dapat dieksekusi ataupun tidak dapat dieksekusi. Kewenangan Ketua 
Pengadilan Negeri tentunya memimpin jalannya sebuah eksekusi, yang 
dimana eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Panitera atau jurusita ataupun 
jurusita pengganti.
40
Surat perintah eksekusi tersebut, dijabarkan segala hal 
yang dieksekusi secara rinci, berkaitan dengan objek benda maka benda 
tersebut harus jelas luas,batas dan ukurannya. Tetapi jika barang bergerak 
harus rinci jumlah, merek dan hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian surat 
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penetapan eksekusi tersebut dikirimkan kepada Pengadilan yang dimana 
tempat objek eksekusi berada.
41
 
Berdasarkan ketentuan tersebut , selain kewenangan Ketua Pengadilan 
dalam memimpin  jalannya eksekusi, seorang Ketua Pengadilan juga 
memiliki kewenangan yang lain dalam penetapan eksekusi diantaranya: 
a.) Yang pertama,  Melakukan Aanmaning, dimana Ketua Pengadilan 
memerintahkan jurusita supaya memanggil pihak yang kalah untuk 
diperingatkan agar menjalankan putusan sukarela dalam waktu 8 
(delapan) hari. 
b.) Mengetahui  objek eksekusi  berada. 
c.) Meninjau dan mengubah penetapan eksekusi. 
d.) Menentukan prosedur dalam pemeliharaan barang termohon yang berada 
dalam objek eksekusi. 
e.) Mengeluarkan penetapan perintah eksekusi  yang dimana memerintahkan  




Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri adalah salah satu 
kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan umum. Pada 
persidangan, kompetensi atau kewenangan pengadilan juga menjadi hal yang 
pertama dalam penegakan hukum. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya 
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diberikan kepada Pengadilan Negeri yang sebagaimana diatur dalam dalam 
pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg . Pasal 54 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Ketua 
Pengadilan Negeri yang dimana secara ex-officio yaitu pihak yang memiliki 
kewenangan memimpin dan memerintahkan eksekusi sengketa perdata.. 
Maka dari itu mengenai penetapan eksekusi, yang berwenang mengeluarkan 
penetapan eksekusi adalah  Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan eksekusi  
berisi surat perintah dilaksanakannya eksekusi. Surat perintah eksekusi  
tersebut dijabarkan segala hal yang dieksekusi secara rinci, berkaitan dengan 
objek benda maka benda tersebut harus jelas luas,batas dan ukurannya. 
B. Urgensi Pemberian Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Untuk 
Meninjau Dan Mengubah Pentapan Eksekusi Ketua Pengadilan 
Sebelumnya.  
Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis kata benda 
yang berarti suatu keharusan yang mendesak dan hal yang sangat 
penting.
43
Sedangkan pemberian kewenangan yaitu segala sesuatu yang 
melibatkan persepsi oleh para anggota organisasi dimana mereka memiliki 
kesempatan untuk menentukan peran pekerjaan mereka, mencapai karya, dan 
mempengaruhi peristiwa penting.
44
 Pemberian kewenangan dalam hal ini 
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah 
penetapan eksekusi adalah salah satu cara dalam mencapai standar 
                                                             
              43 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
             
44
 Asri Yulia, Adhi Pratomo, Iman Santoso, “Kepemimpinan partisipatif, delegasi dan 
pemberian kewenangan”, https://www.slideserve.com/micah-vance/kepemimpinan-partisipatif-




kompetensi Ketua Pengadilan Negeri. Apabila menjelaskan mengenai urgensi 
pemberian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri maka akan dibahas 
mengenai bagaimana pengaturan mengenai pemberian kewenangan Ketua 
Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi.  
Peninjauan dan perubahan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri 
yang baru tanpa adanya permohonan maka akan menambah tugas ketua dan 
tentunya melanggar sifat pasif dari seorang Ketua. Kemudian, masih 
kurangnya informasi mengenai hal-hal yang ada dalam ketentuan  penetapan 
eksekusi membuat jusu sita menentukan sendiri melaksanakan eksekusi di 
tengah-tengah kewenangan yang belum mendukung tersebut.  
Demikian,diperlukan beberapa penyesuaian aturan dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam Hukum Acara Perdata, 
diantaranya: 
a.) Memberi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang baru untuk meninjau 
dan mengubah penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan 
sebelumnya berdasarkan syarat diatas 
b.) Menjelaskan lebih terperinci mengenai informasi yang wajib ada dalam 
penetapan eksekusi, yaitu: 
a.) Ringkasan dan hasil aanmaning 
b.) Informasi permohonan eksekusi dan bukti-bukti  
c.) Penetapan kabulnya permohonan eksekusi 




e.) Tindakan yang harus atau tidak dilakukan dalam eksekusi 
f.) Penjabaran mengenai bagaimana eksekusi itu akan dilakukan. 
g.) Pembebanan biaya eksekusi.45 
Menurut Ketua Pengadilan Brebes, maksud dari pemberian 
kewenangan itu sendiri adalah suatu pemberian kekuasaan terhadap seseorang 
dalam mengatur atau menjalankan tugas nya masing-masing. Kewenangan 
Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi perkara perdata secara 
umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama. Penetapan eksekusi putusan pengadilan perdata adalah 
kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Urgensi 
pemberian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan 
mengubah penetapan eksekusi dilatarbelakangi sebagai berikut: 
1) Pemberian kewenangan untuk meninjau dan mengubah penetapan Ketua 
Pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menetapkan 
kedudukan dan hak hukumnya dari suatu perkara tersebut, yang dimana 
bisa menyelesaikan pelaksanaan eksekusi secara paksa.  
2) Adanya Mutasi Ketua Pengadilan Negeri mengakibatkan memungkinkan 
adanya peninjauan dan perubahan penetapan eksekusi. 
3) Mempermudah upaya penyelesaian peninjauan dan perubahan penetapan 
eksekusi yang diberikan Ketua Pengadilan yang sebelumnya kepada Ketua 
Pengadilan  yang baru. 
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Menurut Ketua Pengadilan Brebes pemberian kewenangan ketua 
pengadilan negeri untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi ketua 
pengadilan sebelumnya, biasanya dilakukan karena adanya mutasi Ketua 
Pengadilan Negeri memungkinkan pelaksanaan eksekusi dilakukan dalam 
kepemimpinan dua Ketua Pengadilan yang berbeda. Maksudnya, mungkin 
bisa terjadi adanya penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua 
Pengadilan yang lama, tetapi eksekusinya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 
yang baru. Dalam hal ini memberikan adanya peluang Ketua Pengadilan 
Negeri yang baru untuk meninjau dan mengubah penetapan eksekusi yang 
telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi yang dapat ditinjau dan 
diubah kembali yaitu eksekusi yang bersifat kondemnator yang bersifat 
menghukum.  
Berdasarkan Pedoman Eksekusi Pada Pegadilan Negeri yang 
diterbitkan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
terdapat ketentuan mengenai, „Terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
terdahulu yang menyatakan putusan tidak dapat dilaksanakan dan barang 
jaminan dibebaskan dari tanggungan apabila dikemudian hari ditemukan ada 
kesalahan, penetapan Ketua Pengadilan dapat dicabut kembali dengan ada 
atau tidak adanya permohonan pencabutan‟. Maka dari ketentuan tersebut, 
Ketua Pengadilan  dapat mengubah maupun meninjau kembali penetapan 
eksekusi. Namun sejauh ini menurut Ketua Pengadilan Negeri Brebes, di 




yang berkaitan dengan kewenangan ketua pengadilan negeri untuk meninjau 
dan mengubah penetapan eksekusi ketua pengadilan sebelumnya. 
Selanjutnya, urgensi pemberian kewenangan Ketua Pengadilan untuk  
meninjau dan mengubah penetapan eksekusi diberikan apabila: 
a. Adanya penetapan Ketua Pengadilan yang sebelumnya menyatakan 
putusan  tersebut tidak dapat dilaksanakan. 
b.  Adanya protes keras dari masyarakat saat pelaksanaan eksekusi.  
c.  Adanya Penetpan Ketua Pengadilan yang sbeelumnya belum 
dilaksanakan karena objek yang berbeda. 
d. Adanya kesalahan atau kekeliruan dari Ketua Pengadilan 
sebelumnya.masyarakat Mengacu kepada meninjau dan mengubah 
penetapan eksekusi yang dilaksanakan Ketua Pengadilan yang baru.  
Perubahan suatu penetapan eksekusi tersebut harus berdasar pada 
permohonan dari pemohon eksekusi, karena perubahan permohonan ini juga 
bisa meringankan Ketua Pengadilan yang baru dalam melaksanakan tugasnya. 
Pada hukum acara perdata sendiri belum ditemukan aturan yang 
mengenai kewenangan ketua pengadilan negeri untuk meninjau dan 
mengubah peenetapan eksekusi. Oleh karena itu, demi adanya kepastian 
hukum,dibutuhkan ketentuan diperbolehkannya pemberian kewenangan 




eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan sebelumnya dengan jelas dan 
rinci serta dengan mencerminkan suatu keadilan..
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Dapat disimpulkan bahwa, Ketua Pengadilan Negeri yang baru dapat 
mengubah dan meninjau penetapan eksekusi Ketua Pengadilan yang 
sebelumnya. Namun dalam hal penetapan eksekusi yang dapat ditinjau dan 
diubah kembali yaitu eksekusi yang bersifat kondemnator yang bersifat 
menghukum dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.Namun demikian,  dasar 
hukum mengenai kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan 
mengubah penetapan eksekusi belum ditemukannya aturan yang mengatur. 
Pada Pengadilan Negeri Brebes sendiri, belum ditemukannya permasalahan 
mengenai pemberian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau 
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 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam 
Bab III yang     bertujuan untuk mengetahui Urgensi pemberian kewenangan 
Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan mengubah Penetapan Eksekusi 
Ketua Pengadilan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah: 
1. Ketua Pengadilan Negeri yaitu pimpinan pengadilan yang bertanggung 
jawab penuh terhadap terselenggaranya perkara pada pengadilan. Selain 
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, 
mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata serta melaksankan 
tugas kekuasaan kehakiman. Ketua Pengadilan Negeri juga memiliki 
kewenangan dalam Penetapan eksekusi. Penetapan Eksekusi  yaitu berisi 
surat perintah dilaksanakannya eksekusi. Dalam hal penetapan eksekusi 
Ketua Pengadilan Negeri juga memiliki kewenangan salah satunya yaitu 
meninjau dan mengubah penetapan eksekusi, kewenangan dalam 
penetapan eksekusi diantaranya: 
a.) Yang pertama,  Melakukan Aanmaning, dimana Ketua Pengadilan 
memerintahkan jurusita supaya memanggil pihak yang kalah untuk 
diperingatkan agar menjalankan putusan sukarela dalam waktu 8 
(delapan) hari. 





c.) Meninjau dan mengubah penetapan eksekusi. 
d.) Menentukan prosedur dalam pemeliharaan barang termohon yang 
berada dalam objek eksekusi. 
e.) Mengeluarkan penetapan perintah eksekusi  yang dimana 
memerintahkan  pemerintah daerah memanifestasikan jumlah uang 
yang dibayar dalam APBD. 
2. Urgensi adalah yang berarti suatu keharusan yang mendesak dan hal yang 
sangat penting. Pemberian kewenangan adalah suatu pemberian kekuasaan 
terhadap seseorang dalam mengatur atau menjalankan tugas nya masing-
masing. Penetapan eksekusi putusan pengadilan perdata adalah 
kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Urgensi 
pemberian kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk meninjau dan 
mengubah penetapan eksekusi dilatarbelakangi sebagai berikut 
1)  Pemberian kewenangan untuk meninjau dan mengubah penetapan 
Ketua Pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara dan 
menetapkan kedudukan dan hak hukumnya dari suatu perkara 
tersebut, yang dimana bisa menyelesaikan pelaksanaan eksekusi 
secara paksa.  
2) Adanya Mutasi Ketua Pengadilan Negeri mengakibatkan 





3 ) Mempermudah upaya penyelesaian peninjauan dan perubahan 
penetapan eksekusi yang diberikan Ketua Pengadilan yang 
sebelumnya kepada Ketua Pengadilan  yang baru. 
Urgensi pemberian kewenangan Ketua Pengadilan untuk  meninjau 
dan mengubah penetapan eksekusi diberikan apabila: 
a.  Adanya penetapan Ketua Pengadilan yang sebelumnya menyatakan 
putusan  tersebut tidak dapat dilaksanakan. 
b.  Adanya protes keras dari masyarakat saat pelaksanaan eksekusi.  
c.  Adanya Penetpan Ketua Pengadilan yang sbeelumnya belum 
dilaksanakan karena objek  yang berbeda. 
d.   Adanya kesalahan atau kekeliruan dari Ketua Pengadilan  
B. SARAN  
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini dapat 
memberikan saran: 
1. Hendaknya penetapan eksekusi yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri 
lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. 
2. Diperlukannya adanya aturan hukum yang jelas  mengenai kewenangan 
Ketua Pengadilan Negeri yang baru untuk meninjau dan mengubah 
penetapan eksekusi Ketua Pengadilan sebelumnya serta memaksimalkan 
informasi-informasi yang ada dalam penetapan eksekusi agar tidak terjadi 




3. Diperlukannya sosialisasi yang berkaitan dengan kewenangan Ketua 
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